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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SEL ATAN 
NOMOR: 04 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAH ORGANISASI DAN TATA KERJA 
LEMBAGA TEKNIS D/.ERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KDNAWE SELATAN,

: a. bahwa dalam ranjka pelaksanaan Indang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Namor 41 Tahon 2007 junto Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Organisasi Prfanjkat Daerah 

serta peraturan perandang-nndangan yang tertaK dengan kelembagaan Teknis Daerah 

malu dipandang perin m elaM an penyempurnaan dan penyesuaian Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Konawe Selatan ;

b. bahwa peaibentukan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah sebagai

Perangkat Daerah disesuaikan dengan cahip<m tugas, fungsi, peran dan kewenangan

yang di'Ailiki, karakteristik dan kebutuhan Daerah sebaga: pengembangan pola 

kerjasama d'in koordinasi aatar daerah dan/a?au dengan instansi/Lembaga terkait;

c. bahwa sehubungan dengan ir.aksud huruf a dan b tersebut diatas, maka dipandang 

perlu menetapkan Peraturan Daerah Kahcpatea Konawe Selatan tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kem  lembaga Teknis Daerah Kabupaten Eonawe Sehtan dengan 

Peraturan Daerah.

: 1. Undang-Undang Homor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran

Negara Republik H onesU  Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 lahan 1999, 
(Lembaran Negara Repudlik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Eonawe 

Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun

2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4267);



3. Undang-Undang Nomor 16 Tabun 2004 tentang Penbentukan Perataran Pernndang- 

undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara 4389):

4. Uuda.ig-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

RepuMik Indonesia Tahrm 2004 Nomcr 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diuhiL doa kali, terakhir dengan Undang-undang flomor 12 Tahun 

2008 tentang Pembahan 'Jndang-Undang Nomor 3? Tahan 2004 tentang Pemerintah 

kerah  (Lembaran Negara Republik Monesia Taho”  2008 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Nouior 4844);

5. Undang-Undang Nonur 33 Tahnn 2004 tentang Perimbangan Kenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnn

2004 Nomor 12i>, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Psmerintab Nomor 79 tahnn 2005 tentang Peduman %nbin?an dan 

Pengawasan Penyelbnggkaan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahnn 200t> Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

7. Perataran Pemerintah 38 Tahnn 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 

(Lembaran Negai? Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 taliun 2007 Tentang Organisasi Pem gkat Daerah, 

(Lembaran Negiira Rapublik Indonesia Tahnn 2007 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi 
dan Tata Kerja Uiiit Pelayanan Perijinan 7erpadu.

frengan Perseti'juan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KDNAWE SELATAN

oan

BUPATI KDNAWE SELATAN 

P U T U S K A N :
Menetapkan : PERATUSmM DAERAH KABUPATEN KDNAWE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA 

KERJA LEMBAPA TEKNIS DAERAH KABU°ATEN KONAWE SELATAN

BABI 

KETEHTUAN UMUM 

Pasal I

Dalam keputisan ini ya^g dimaksud dengan:

a. Pemerintah Frovinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
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b. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kona.ve Selatan;

c. Pemerintah Daerai adahh Pemerintah Daerah Kabnpaten Konawe Selatan;

d. Bupati adalah Bupati Krnawe Selatan;

e. Perancrkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretariat Daerah 

Kabnpaten, Sekretariat Daerah DPRD, Dinas Kabnpaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

f. Lembaga Teknis Daerah Kabnpaten adalah hmbaga Teknis Daerai Kabnpaten Komwe Selatan;

g. Badan, Kantor dan Runah Sakit Umum Daer?h adalah Lembaga Teknis Daerah yang meinpnnyai fdr.gsi

koordinasi dan perumusan kebijakan dan tungsi pelayanan Masyarakat;

b. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan lembaga teknis 

Daerah yang mempunyai fungsi pengawasar;

L Badan Perencanaan Daerah Kabnpaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kahipaten Konawe 

oelatan dan merupakan lembaga teknis Daerah yang mempunyai fungsi perencana; 

j. Rwnah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabnpaten Konawe Selatan yiing mempunyai

fungsi pelayanan kesehatan; 

k. Ejeionering adalaa dngb t jabatan struktural;

L Un;.t Pelaksana Teknis Badan adalah Unsur pendudnktmg operasional badan di lapangan 

m. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk m:nentnkan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka 

penyelenggaraan pemtrintahai.

B IS  Q

P E H B E N T flK flff O R G flN K R S I

Pasal 2

1. Dengan Peraturan Laerah :ni dibentak arganisari lembaga tekris uerah Kabupaten Konawe Selatan;

2. Organisasi lembaga teknis daerah Kabnpaten Konawe Selat?a sebagai berikut:

a. Badan terdiri dari :
1. Badan Perenranaan Pemliangnnan Daerah; 1"

✓
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politu dan Per'iadungan Masyarakat; v -

3. Badan lingkcngan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan; ^

4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Des?; ^
5. Badan Pemberdayaan Perempuan daii Belaarga Berencana; ^

6. Badan Kepegawaian Daerah;, f
7. Badan Pelaksana Penyuluh Peri anian, Perikanan dan Kehutanan; ^

8. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; . 1

9. Inspektorat Daerah. %̂
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b. Kantor terdiri d a r i:

1. Kantor Sandi Daerah;

2 Kantor Perpustakaan. Kearsipan dan Dokumentasi Daerah.

c. Rumah Sekit Umum Daerah.

m m

KFDUDCKkN DAN TUGAS POKOK

Pasal 3

1. Lembaga tt-knis daerah kah jpaten adalah merupakan unsur perencana, pengawas dan pendukung yaag dipimpin 

olah seorang kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melaini Sekretaris Daerah;

2. Lembaga teknis daerah mempunyai toga; membantu Bupati melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah yang bersifat spesifik muliputi urasau dibidang perencanaan, pengawasan, pemlidikan dan 

pelatihan, pelrtihan perpustakaan, dokumentasi, pelayanan mm dan pelayanan kesehatan;

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dinatsud pada ayat (2} pasd ini, lembaga teknis daerah mempunyai 

fungsi:

a. Perumuran kebijakan teknis sesuai dengan lingkup, tugasnya;

b. Pemberian dukungan «.tas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai lingkup tugasnya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tu^as d^n fungsinya.

Pasal 4

1. Lemtaga teknis daerah dapat berbentuk badan, inspektorat daerah, kantor dan rumah sakit umum daerah;

2. Pada lembaga teknis daerah y?ng berbentuk Badan, Inspektorat Jteersh, Kantor dan Rumah Sakit Umum 

Daerah daput dibentak unit pelrksana teknis tertentu natuk melaksanakan sebagian tugas teknis operasional 

dan atau kegiatan penunjang vang rempunyai wilayah kerja satu atan beberapa kecamatan;

3. Lembaga feknis daerah sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh Kepala 
Badan, Kepala Inspektorat Darrah, Kepala Kantor dan Direktur Ramah Sakit Ummn Daerah.

BJ5BIV 

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal S

1. Susunan Organisasi Lemnaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yano berbentuk Badan diuraikan 

sebagai berikut:
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a. Badan Perencanaan Pembangnnan Daerah terdiri d a r i:

1. Kepak Badan;

2. Sekretaris membawahi;

a. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sob Bagian Perencanaan dan Kenangan.

3. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahi;

a. Snb Bidang Fisik;

b. Snb Bidang Prasarana.

4. Bidang Ekonomi dan Pembangnsan membawahi;

a. Sob Bidang Ekonomi;

K  Snb Bidang Pembangnnan.

5. Bidang Sosial dan Budaya, membawahi;

a. Snb Bidang Sosial;

b. Snb Bidang Budaya.

6. Bidang Penanaman Modal membawahi;

a. Snb Bidang Program dan Pengendalian;

b. Snb Bidang Penanaman Modal

7. Bidang Penelitian dan Pengembangan (UTB&KG) membawahi;

a. Snb Bidang Penelitian dan Pengembangan;

h. Snb Bidang Statistik dan Pelaporan.

8. Kelompok fabatan Fungsional.

b. Badan lingkungan fiidnp, Kebersihan dan Pertamanan terdiri d a r i:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi;

a. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Snb Bagian Perencanaan dan Kenangan.

3. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi;
a. Snb Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
b. Snb Bidang Pengawasan Danpak Lingkungan.

4. Bidang inafisa Pencegahan Dampak Lingkungan, membawahi;

a. Snb Bidang Analisa Potensi Dampak Lingkungan;
b. Snb Bidang Penegakan Hnknm dan Pengembangan Kapasitas;



5. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, membawahi;

a. Snb Bidang Kebersihan;

b. Sub Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

6. Bidang Pemantauan dan Pemulihan Linghungan, membawahi;

u. Snb B'ttang Pemulihan Kualitas; Lingkungan;

L. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlii.dmgan Masyarakat terdiri d a r i:

1. Kepah Badan;

2. Sekretaris membawahi;

a. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;

h. 'oh  Bagian Perencanaan dan Kejaigan;

3. Bidang Pengembangan Hilai-nilai Kebangsaan, membawahi;
a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;

b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa.

4. Bidang Penanganar Konflik

a. Snb Bidang Analisa Potensi Konflik Sosial;

b. Snb Bidang Rehabilitasi;

5. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi;

a. Suu Bidang Pertahanan Sipil;
b. Snb Bidang Perlindmga.: Manrarakat.

6. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Budaya Politik, membawahi;

a. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi dan Lembaga Politik;

b. Snb Bidang Pengembangan dan Fasilitasi Budaya Politik.

7. Kelompok Jabaian Fungsional.
/

d. Badan Pemberdayaai Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri d t t i :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris membawahi;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Sosial Budaya dan Teknologi Tepat Guna, membawahi;

a. Sol) Bidang Sosial Ihdaya;

b. Snb Bidang Teknologi Tepat Gui a.
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i  Bidang Ekonomi Usaha De'ia;

a. Sub Bidang Perencanaan dan Bantuan Pembangnnan Desa;

b. Sob Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Perkreditan Desa.

5. Bidang Ketahanan Desa, taenuawahi;

a. Snb Bidang Ketahanar Masyarakat Desa;

b. Snb Bidang Sarana nan Prasarana.

6. Bidang Pemerintahan Des? dan Kelurahan, membawari;

a Snb Bidang Utonomi De^a, Pendapatan dan Kekayaaii D^sa;

b. Sub Bidang Kelembagaan, Administrasi Desa dan Kelorahan.

7. Kelompok Jabatjn Frugsional

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretaris membawahi;

a. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian terencanaan dan Kenangan.

3. Bidang Kelnarga Sejahtera, membaw ahi;

a. Sub Bidang Kelnarga Sejahtera;

b. Sub Bidang Pengembangan Keluaitp dan Peran serta Masyarakat;

4. Bidang Kelnarga Berencana, membawahi;

a. Sub Bidang Kemarga Berencana;

b. Sub Bidaug Jaminan Pelayanan KE;

5. Bidang Pemberdayaan Perempnan, meubawahi;

a. Snb Bidang Kesejahteraan Perempuan;

b. Snb Bidang Pemberdayaan Perempnan.

6. Kelcwpok Jabatan Fungsional
✓

Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris membawahi;

a. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Kenaugan.
3. Bidang Pengadaan dan Mi'tasi Pegawai, membawahi;

a. Snb Bidang F o ra r i dan Pengadaan Pegawai;

b. Snb Bidang Mutasi Pegawai



4. Bidang Pengembangan Pegawai Negeri Sipil;

Sub Bidarg Mutasi Jabatan;

b. Sob Bidang Pengembangan Karier PBS.

5. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, menihawahi;

a. Snb Bidang Diklat dan Prajabatan;

b. Snb Bidang Diklat Dalam Jabatan.

B. Bidang Dokumentasi dan Informasi Pegawai, membawahi;

a. Sub Bidang Dokumentasi Pegawai;

b. Snb Bidang Informasi Kepegawaian.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

g. Badan Pelaksanan P e u p M  Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri d a r i:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris membawahi:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Peteicznaan dan Evaluasi;

c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ketenagaan dar Pengembangan SDM Penyuluh;

a. Sub bidang Penyuluh FSS/Aparatur

b. Sub bidanq Penyuluh S ArastE dan Swadaya

4. Didang Kelembagaan te\diri dari :

a. Sub bidang Kelembagaan Petani;

b. Sub bidang Kelembaban Pemerintah.

5. Bidang Penyeienggaiaan Penyuluhan terdiri d a r i:

a, Scb bidang Tata P^npluhan;

b. Sub bidan; Kenasama;
%f Bidang Sarana Jar Prasarana terdiri d a r .:

a. Sub bidang teknologi dan informasi;

b. Sub bidang Sarana penyuluhan.

7. Kelompok jabatan fungsional.

L  Badan Pelayanan Perijiaan Terpadu terdiri d a r i:

1. Kepala Badan

2. Sekretaris membiwahi:
a. Snb Bagian Umum dan Kepegav;ai?n;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
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3. Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan terdiri dari :

a. Sub Bidang Sistem Informasi Perijinan;

b. Snb Bidang Pengadnan;

4. Bidang Perijinan Tertentu terdiri d a r i:

a. Sub Brdang Perijinat Prinsip Lokasi, USB dan HO;

b. Snb Bidang Perijinan Pendidikan, Kesehatan dan fimdaL

5. Bidaig Perijinan Jasa Usiba terdiri dari :

a Snb Bidan} Perijiran Perindafkcp, Pariwisata, Reklame, SIUP,SITU,TDP dan TDI;

b. Snb Bidang Perijina?. Pertanian, Peternakan. Perikanan, Perkebunan,Kehutanan dan Derimbnngan.

6. Bidang Pendataan Pelaporan dan Penyampaian terdiri dari :

a. £nb Bidang Pengolahan Da^ dan Pelaporan;

b. Snb Bidang Penyampaian Izin.

7. Kelompok jabr’ an fungsional.

2. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konare Selatan yang berbentck Inspektorat Daerab 

terdiri d a r i:
a. Inspektur Daerah;

b. Sekretaris nembawahi;

1. Snb Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 3nb Bagian Perencanaan dan Kenangan;

c. Intpektnr Pembantu Bidang Pemerintahan, membawahi;

1. Pemeriisa Bidang Pemerintahan Daerah/Kabupaten;

2. Pemeriksa Bidang Pemerintahan Uroun dau Desa/Kelurahan; 

i  Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Daerah, membawahi;

1. Pemeriksa Bidang Perhnb, Periwisata, Peiianian dan Bappeda;

2. Memeriksa Bidang Perindag, koperasi, Pertambangan, BUMN dan BUMD;

e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Sosial, membawahi;

1. Puneriksa Bidang Pendidikan Kesehatan dan Iptek;

2. Pemeriksa Bidang Sosial, Pakertrans, Infokom, dan Pemmaban Rakyat 

1 Kelompok Jabatan FnugsionaL

3. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang herbnntnk Kantor terdiri d a r i:

a. Kantor Sandi Daerah;

L Kepala Kantor,
2. Sah Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pembinaan Persandian;
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b. Kantcr Perpustakaan Kearsipan dan Dokumentasi;

1. Kepala Kantor;

2. Sob Bagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengembangan dan layanai. bahan pustaka;

4. Seksi Pembinaan Pustaka;
5. Seksi Kearsipan dan Dokumentasi;

6. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kcnawe Selatan yang aerbentuk Rumah Siakit Umum 

Daean terdiri d a r i.

a. Pirekior;

b. f  nb Bagiau Tata Usaha;

c. Seksi Kc^enwatan;

d. Seksi Pengawasan dan Pengpuda'ian;

e. Seksi Pelayanan Medik;

L Kelompok Jabatan Fnngsiond.

5. Bagan Struktur organisasi dan Teta Kerja tembaga Teknis Daerah fcbnpaten Konawe Selatan sebagaimana 

tercantum dalam lampiran I  sawnai dengan lampiran XH Peraturan Daerah ini merupakan bagian ytng tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedaa 

UNIT PE LM A N A  TEKNIS BfiMH 

Pdsal 6

1. Susunan "organisasi Unit Pelaksana Teknis Kabnpaten yang berbentuk Badan terdiri dari :
a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;
b. Unsur Staf Petngas Administrasi;

c. Unsur lini/Petugas Teh is Operasional; 

i  Kelompok Jabatan fangsional
2. Unsur sta£ petugas administrasi, unsur lini/petugas teknis operasional, kelompok jabatan fungsi nal berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan;

3. Pembentukan, jenis, penjabaran tngas fangsi dan Isusunan organisasi Unit Pelaksana Tekrrs Iladat akan 

ditetapkan dengan Peraturan Buoati;
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Bagian Ketiga

]m m  ruNGsiosfii

Pasal 7

1. Di lingkungan lembaga teknis daerah dapat ditetapkan jabatan fungsional berdadarkan keahlian dan spesialisasi 

yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku

2. Kelompok iajatau fungrtmal mempwyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan 

keahlian dan kebatuhan;

3. Kelompok j ^ t a n  fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional *ang diatur dan ditetapkan berdasarkan 

peraturan pemndang-imdangan;

4. Kelompok jabatan fnngsional dipimpin oleh seorarg tenaga fungsional senior yang ditunjuk;

5. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan ilaa beban kerja;

6. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan peran darg-uudangan;

7. Kelompok jabatan fungsional mejpunyai tugas sesuai dengan peraturan pemndang-nndangan;

BJUB V

ESELON lEHBSGfi TEKNIS DfiEMI!

rasai 8

1. Kepala Badan dan Iuspektnr Daerah adalah janatan eselon Db;

2. Kepala Kantor, Sekretaris Badan dan Sekretaris Inspektorat, Inspektorat Pembantu adalah jabatan eselon Dia;
. 3. Direktur kumah Sakit dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon fflb;

4. Kepala Sub Bagian, Kuala Sub Bidang. Kepala Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Badan jabatan eselon ITa,

Kepala Sub Seksi di UPTB eselon ITb.

BAB VI 

KLTEBT’J H  PSRfiUHAT 
Pasal 9, l'

Hal-hal lain yang belum d ia tr  dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan 

Pera.uran Binati.

BfiB vn  

HETENT1WW PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, malra Peraturan Daerah Nonor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis D^enh Kabnpaten Konawe Selatan serta perubahannya dicabut dan 

dinyatakan tidak berlakn.
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Pasa) U

Peraturan Daerah ini berlaku seja* tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempctamya dalam lembaran Daerah Kabnpaten Konawe Selatan.
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y'



j s h e ih  i
'3 0 2

THWIL

PEEiTDElS M E R U  KABUPiTDf K0NIWE SEUfOF
04 H IU »  2010 
6 DESEHBEE 2 0 »

BAG&H STKUKTQR ORGMISASI
B iojur m ssm m  mssxmss d aerah

KABUPATEK KOHAWE SELATAN

mm mu

n u i m p E T i i i
nmeioHii

SEKMTMUS

Snb Bagiaa Urasm 
& Kepegawaias

S ik  Bagia 
Ksnasgaa dai

Pelapwu

5ih Bidai; Sosial

fiidaig R jf l td u  
Prajaiaia

Magfkmm dai 
P ta la a gn a i

Bidaig Swial das 
Badaya

Bidang Peiaaamai 
Modal

Bidasg Utbaag

S ii Bidaig Progran 
das Peigradaliai

Bidang 
Pemmamaa Ibdal

Sib Bidaig PentlitiaB 
dm P n gtm la iga i

Sib Bidaig Statistik 
d a  P thpoiai



LUFSJU? B : PEHiTlJBIR DJJUH UBOPITOf H0B1WISEUT1S
P R0BOF : M TU O IH II
1 TUCSJU, : 6 DESTIUU 2010
p' BAGAN STFUKTUR ORGANISASI
Ef ■ m M  LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

I :
KABUPATEN KONAWE SELATAN

mm mu

mOSFOS JJUSiTJUf
nmisioNu

s m ru rc r c

□
Snb Bagian ffr rnnt 

& Kepegawaian
Sib. Bagia 

Ptrencaiaai dai 
I n a ig a

Bidaig Peigawoa» | 
d a  Peijndaiiai

ffldanglialia 
PeHCegaban Dampak 

lis ^ a g a i

Sidang Kebeishan 
Pertataaian dan 

Pemakaman

Bidaig f ta a i ta ia  
(la  Ptmlihan 

Lagkugai
i

Sal Bidang Is a lin  
Potew i Dantpajc 

L a gk n gu

Sib Bidaig Peugakai 
Hifamdai pMgemh. 

Sapautm

Sal Bidang M en & a

Sib Bidaig 
Pertamanan d a

PpmaVamaa

Sih Bidang Praeliba 
ftulitai lisgkanga

Sib Bidaig 
Ptmantaw, Evaluari

itaa Wajjoraa







U M PIU H  T
m im
TINEEJUi

P b U m U  D H M E  L 1 M A T U  I M I U S E L 1T1B
04 TAHUN 2010
5 DESEMBEm 20’ t

b a g a n  STRUKfin; o rg an isas i
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUM BAK KH.UARPA BERENCANA 

KABUPATEN KONAWE SELATAN

U P IL *  BID19

Sidaig Ktliarga 
ScjaUna

Sib Bidaig Eelurga 
Scjafcm

Swib Bidaig 
fa g r a lm g u  

Iduigat ftm 
Iirti Magranfat-

Sih B H »g  [am aai 
P elayu a i KB

1
Sub Bagias Omun 

S lepegawaias
Sol1. Bagian 

Pereii :u aa i dan 
& «angsa

U P T B

BUPATI KONAWE SELATAI





L&MPlKIJf 711 
HOSOR
t m c 6i l

i

P E R im iN  DAIRJH U B U FA H I K0K1W I S1.LITDJ 
04 H H M f 2(110
6 DK^MBEH (010

m m  STRUKTUP ORGARISfiSI
mss P E L M s m  pe&yuluh p e r tm im ,  p e r k m in  d m  k e h u tm m

KHBUPWEB KONAWE SELATAN
K P A IJ B A M fl

liI ;
i  : 
■r.

1 ;

1 ?
I f

E T fllW I J iB lT IH
roncrom

Sib Bidaxg h ty ih h  
P IS  / Ip u a tii

S ib  B tfatg P n y ilib  
tm iU  dai nradaya

Sib Bidai
E eltn k jaas
''e w r iita i

s m m u s

Sib Bagiai U m iz 
i  fkpfffawaiaii

Sib Bagiai 
P tn ic a iu i t  

Eahari

S e l Bagim 
S tm g a j

BM «i> b tn a ga a i 
da i P u ip n b a igu  

SD1 P u y ih b

Eidaig K iltm tigaai BkUig
Puyeleisjaraas

P eard ibai

B idai; Sarau d n  
Prasarana

Sab BiJag TUiafogi 
dai lafanusi

BUPATI KOKAWE SELATAH

X  ! M R i N



UMPUH vm : PCUTD1U  DiEBlS OUPITEH K0II1 £ SEUTIK
10101 : M  T U S I 2010
TilCSIL : 6 DESESBII 2010

i •

I t

»im  STRUETUR 0RCfi31SflSI 
U m  PELAYfiHM PERiJISfiN TERPiMI 

m U PATE H  KQHfiWE SZLATSS
U ? A U M U 1

g m k o i  j m r u  
msmm

Sib Bidai§ P t i$ u i 
P triiia ^ ftP iriw isa ta , 

EtLJiw.

Sth Bidaig P trijiia i 
P e itu ia iir ig t ia b i 
P tr iia ia i^ e A tb iia i, 

K eh taaai i »  
P td iln ig a i

sontimis

Sib Bidaig Perflisai 
?riisip le ta ri, IHB 

da* EO

S ii E id a ij ftid id ita i, 
fa K k ta i daa Imdal

S il) Bagiai Uuim 
1 b p ega w iia i

Sib. B ap a  
P trc icu aa i daa 

b u i p

li
K i n j  fphraqip ia j

( U f id ia
Bidaig TiLjrm  J m  

ffala
Bktsig Perijiua 

Teiteoti
Bidag Pudataai, 

Ptlapnu dai 
Puyampaia

S it P tigdah ai data 
d 'i  Pelaporan



i u r a n  u
KBIOK
tokil

PEUTUKU DJLHIH KiEUPiTO E IHVE SEL4TIH
04Tinnr29io
OHQDEK 2910

BAGAN STRUETUR ORGANISASI 
INSPEKTORAT DAERAH 

KABUPATEE K0NAW£ SELATAN

t o a l l b a m i

H iO l^O K  J B iT M
n n rc c io m

Pemtriba Sii 
Pnttriitaliai 
Daerai/Kab.

F n u iH B ii 
Peumtafei Cbm 1 

Dm/Itl

huniku Bidai» 
fafciLvigiv, 

Pariwiata, Pntaiiai 
fai Bappeda

F ra tn b a  M
Pirijdd t̂h 

Putaaloigai t
jin a u in n t.

StlTOBmB

S’di Bagui Umui Sih. Bagiai
i  Xepegiwaiai Penncauu daa

le u ig a i

bspdetir F m la it i
l i i  P u a r iir tia i

Iupektn Dta ia it i  
B idug Ptit̂ tmat 

Datrah

hpektw PraJw iti M  
K ed a ta ra n  Sosal

Pem eribaBii 
f t i d i l i a i  Kutbatai 

dai IPTEK

B ija ij Sctul, 
Kakertrau, OTOKSH 

dai P isu u k n  Rakyat

B r o iT U fO K lW E  S E M U I



UMPMR X
PIOS
TM W il

n iT H I  MERM mCFlTEX IDK1WISDJTM 
04 TilDH 2010 
6DISDO I* 20 lu

BAGJUI STRUKTUR ORGOISfiSI 
KMTOR SABI DJL£R£H

mmm mm selktm

m oM PO siunu
m ss io m

KEP1U L'KTOl

i
i
i

l*Wi pyjiiuii
Fuurfu

U P T B

mi£ u t i n sm

Z ] ________
Seb: F ein ip a i das 

HcbiMrtaa





u h p io  xn
NOBOR
TflNGGAL

PEMTBRiN DAIRJH MBUPSTIN KONHL SEUTIK 
04 T1SUS 2610 
8 DESEMBER 201C

BfififlS STRUETUR ORGMlSASI
RUMaii zm umuh mm
KfiBUPBTEN KORfiWE SE lflT ffl

t


